
OMBUDSMAN RI LAKUKAN PENINJAUAN PASCAKEBAKARAN DI LAPAS KELAS I TANGERANG

Rabu, 08 September 2021 - Siti Fatimah

JAKARTA - Pasca terjadinya kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang, Pimpinan Ombudsman RI
Jemsly Hutabarat dan Johanes Widijantoro melakukan peninjauan dalam rangka melihat kondisi dan situasi
pascakebakaran serta memastikan upaya penanganan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pada
Rabu (8/9/2021). Dalam kegiatan tersebut, Tim Ombudsman RI ditemui oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan,
Reynhard SP Silitonga dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Banten, Agus Toyib.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Pemasyarakatan dan Kakanwil KemenkumHAM Banten memberikan penjelasan
mengenai kronologi kejadian dan upaya-upaya penanganan pascakejadian kebakaran, termasuk pembentukan tim untuk
penanganan, antara lain evakuasi korban yang meninggal, mengupayakan dan memfasilitasi keluarga korban meninggal
melakukan tes DNA untuk memastikan identitas korban, perawatan dan pengobatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
(WBP) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan klinik lapas, serta penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan ke
lokasi lain. Untuk mengoptimalkan upaya di atas, Dirjen Pemasyarakatan dan pejabat terkait akan berkantor di Lapas
Kelas 1 Tangerang. Di sisi lain dalam rangka pencegahan terulangnya kejadian serupa, Dirjen Pemasyarakatan juga
akan melakukan audit lapas dan rutan lain khususnya mengenai instalasi kelistrikan.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro menyampaikan keprihatinan dan duka
mendalam atas kejadian kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang. "Ombudsman akan melakukan monitoring
perkembangan penanganan pascakebakaran dan berharap pihak Dirjen Pemasyarakatan, Penyidik Kepolisian dan
pihak-pihak terkait dalam kejadian ini dapat bekerja dengan optimal, ujar Johanes.

Selain itu, Anggota Ombudsman RI, Jemsly Hutabarat menyampaikan agar Dirjen Pemasyarakatan dapat memastikan
pelayanan kepada para korban dan keluarga yang menjadi korban kebakaran, "Penyediaan tes DNA, advokasi, layanan
informasi dan pengaduan yang responsif sangat penting pasca kejadian ini" ungkap Jemsly.

Ombudsman RI berharap Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan segera
melakukan upaya nyata untuk menghindari dan mencegah terulangya kejadian seperti ini.
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